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Pada intinya strategi-strategi yang dilakukan Inspektorat di bagian 
Inspektur Pembantu Wilayah IV saat menjalankan fungsinya sebagai 
auditor Pemerintah Desa  di wilayah Kecamatan Pacet sejatinya tidak ada 
upaya yang massive saat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan-temuan yang ada itu 
seharusnya kalau diproses lebih lanjut dapat mengantarkan pada tindak 
pidana kasus korupsi.  
Namun, dapat dilihat dari tupoksi Inspektorat dahulu yakni melakukan 
pembenahan dan konsultasi atas berbagai temuan saat proses pemeriksaan. 
Maka dari itu jika dilihat dari dari analisis pada bagian hasil penelitian 
maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat 
dalam mencegah adanya temuan-temuan tersebut termasuk ke dalam ranah 
pensiasatan temuan yang terindikasi korupsi. Penyebutan label siasat 
peneliti temukan dengan menggunakan analisis Niklas Luhmann pada 
kosep teori sistem itu sendiri. 
 
5.2. Saran 
1. Bagi Inspektorat sebaiknya perlu adanya strategi baru dalam 
pencegahan korupsi karena realisasinya strategi Inspektorat hanya 




2. Bagi Inspektorat, sebaiknya juga memperhatikan kasus pungutan liar 
yang dilakukan pegawai kecamatan kepada pemerintah desa seperti 
pengajuan ADD ke kabupaten lewat kecamatan harus memberikan 
pegawai kecamatan uang transport 
3. Bagi inspektorat, seharusnya tidak menerima bingkisan apapun seusai 
pemeriksaan di pemerintah desa dengan memberikan sanksi tegas 
kepada yang bersangkutan 
4. Bagi pemerintah propinsi sebaiknya segera membuat regulasi 
peraturan yang mengatur Inspektorat saat melakukan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah agar satu tingkat lebih tinggi 
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